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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
CATATAN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Demak disusun untuk menyediakan informasi mengenai

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu Periode

pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD)

sebagai suatu entitas pelaporan adalah menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c. menyediakan informasi mengenai sumber pendapatan, alokasi, dan

penggunaan sumber daya ekonomi;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
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Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran; dan

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang;

b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang;

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor

44987);

d) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

e) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;

f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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h) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

j) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

4503);

k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

m) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Demak;

n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang

Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun

Anggaran 2023;

p) Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan

Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;

q) Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan

Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak.

r) Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun

Anggaran 2023;
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1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD pada

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran

2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Pencapaian Target kinerja keuangan pemerintah

daerah

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas akuntansi SKPD

3.2 Basis akuntansi

3.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan

3.4 Penerapan kebijakan akuntansi

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
4.1 Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos-pos

pelaporan keuangan pemerintah daerah

4.1.1 Pendapatan - LRA

4.1.2 Belanja

4.1.3 Pendapatan -LO

4.1.4 Beban

4.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.6 Aset

4.1.7 Kewajiban

4.1.8 Ekuitas Dana

4.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan

basis akrual pada pemerintah daerah.

BAB V : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



5

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun

Anggaran 2023 Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Keuangan, Perangkat Daerah. Khususnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan atau

menargetkan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 186.647.300.000,00

yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 210.790.301.492,00

atau 112,94 % dan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah

sebesar Rp. 49.693.554.323,00 yang dapat direalisasikan sebesar

Rp. 46.254.877.443,00 atau 93,08 % .

Adapun perincian capaian kinerja/realisasi pendapatan daerah dan belanja

daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

sebagaimana tabel di bawah ini :
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2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Demak dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Keuangan di bidang Keuangan selama tahun 2023 secara umum telah dapat

dilaksanakan dengan baik, namun demikian dalam pelaksanaan program dan

kegiatan maupun Sub Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah masih terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang

dihadapi antara lain adalah :

1) Sumber daya manusia dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah yang menguasai teknologi informasi ( TI )

perlu ditingkatkan.

2) Masih diperlukan hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif

sehingga penetapan Perubahan APBD mengalami ketepatan waktu

sehingga tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.

3) Kesadaran dan kejujuran wajib pajak/ retribusi perlu ditingkatkan lagi

sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah dipandang bisa ditingkatkan.

4) Masa pandemi Covid- 19 yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun

2022 masih terasa adanya.

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut di

atas adalah :

1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai di lingkungan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah agar

pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan capaian kinerja lebih optimal dengan

cara mengikut sertakan para pegawai dalam bimbingan teknis maupun

pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya dalam bidang

pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu mengupayakan adanya

penambahan pegawai untuk petugas pemungut pajak.

2) Melaksanakan koordinasi yang lebih baik lagi dengan Badan Anggaran

DPRD agar Penetapan Perubahan APBD tepat waktu sehingga pelaksanaan

kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

3) Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, edukasi dan

evaluasi/monitoring Pendapatan Asli Daerah kepada wajib pajak dan wajib

retribusi.

4) Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka

peningkatan sumber daya manusia guna tercapainya tujuan.
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BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Tahun 2023 adalah Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak. Informasi Keuangan disajikan dalam

laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-

undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai

bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut

juga Organisasi Perangkat Daerah ( SKPD ) dan mempunyai kewajiban menyusun

laporan keuangan dapat disebut dengan entitas.

3.1 Entitas akuntansi SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan

satuan kerja perangkat daerah sehingga sebagai entitas akuntansi wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan

tanggung jawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan

keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

3.2 Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,

kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib

menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui

pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas

belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan

beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai

kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti

bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan

Operasional.
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Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) disusun berdasarkan basis kas, berarti

bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas

diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta

belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun

dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan

basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai

dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran

dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan satuan kerja

perangkat daerah. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah semua

penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

2) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan

BUD mengakuinya sebagai pendapatan

2. Pendapatan-LO

Pendapatan Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
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2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi

(realized)

Pendapatan LRA maupun Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan bersifat variabel terhadap

pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan

layanan umum.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam

dokumen pengeluaran yang sah.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;

2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
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3.3.3 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari :

1. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang, dan persediaan.

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank

yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid

yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai

yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima

dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai

nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat

kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas

yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila

timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama

kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi

jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan

dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan

pemerintah daerah.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi

jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi

investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan

biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
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b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi

jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar

investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga

pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi

jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan

dicatat sebesar nilai nominalnya

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang

a. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-

undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika

timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi

lainnya kepada entitas, yaitu pada saat ;

 Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi.

 Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta

belum dilunasi.

b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa

yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan

pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat

sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria ;

 Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak

dan kewajiban secara jelas dan

 Jumlah piutang dapat diukur.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria

aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset

Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung

untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana

cadangan, dan aset lainnya.
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Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari :

1. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

2. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak

termasuk dalam investasi permanen.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah

daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasikan Aset Tetap :

1. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap

dipakai.

2. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor,

alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya

yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)

bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

experimental daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan

dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset

Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi

dalam satu tahun anggaran.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap

dan dana cadangan.
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3.3.4 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal

laporan.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

3.4.1 Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui ;

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

pemerintah kabupaten dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur dengan andal.

2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan / atau

kepenguasaannya berpindah

3.4.2 Pengukuran Persediaan

1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka

pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan

keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan

menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi

terakhir / nilai wajar.

2) Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi

biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya

langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan

biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi. Harga / nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset

atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan

berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length

transaction).
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3.4.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

(net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan

penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi

sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;

b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c) Kualitas Piutang Diragukan;

d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar

Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(4) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :

(1) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun;

dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;

dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
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Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan

oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk (official assessment) dilakukan

dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

(3) Wajib Pajak likuid; dan/atau

(4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

(1) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

(3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

(1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

(3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

(1) Umur piutang diatas 3 tahun; dan/atau

(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek

Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;

b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun sampai

dengan 2 tahun;

c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai

dengan 3 tahun;

d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.
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Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2-4 tahun terhitung

sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 4 (empat)

tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan tidak dilakukan pelunasan,

atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a) 0 % (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

b) 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas

kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

barang sitaan (jika ada);

c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika

ada); dan

d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
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BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

pemerintah daerah

4.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak dikelompokkan yang

meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode 1 Januari 2023

sampai 31 Desember 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama

tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah

anggaran sebesar Rp. 186.647.300.000,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp. 210.790.301.492,00 atau 112,94 %. Sehingga PAD pada tahun

2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 27.345.530.000,00 atau

11,48 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu

Rp. 238.135.831.492,00.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 sebagai

berikut :

1. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar

Rp. 170.683.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp . 194.225.836.352,00 atau 113,79 %, mengalami kenaikan

sebesar Rp. 6.490.264.309,00 bila dibanding dengan realisasi

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 187.735.572.043,00 atau terdapat

kenaikan 3,46 %.

2. Retribusi Daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu

Sewa Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar

Rp. 6.364.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.616.908.000,00

atau 119,68% , melebihi dari target yang ditetapkan sebesar

Rp 999.648.100,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp 7.363.948.100,00 maka

realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,44 %

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepeda Pemerintah Daerah

(Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD pada Tahun

Anggaran 2023 tidak dianggarkan sedangkan tahun anggaran 2022

terealisasi Rp. 24.738.037.893,00

4. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah, diantaranya hasil penjualan

aset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro dan pendapatan
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bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda

pajak, pendapatan dari pengembalian dan denda atas sanksi

administrasi dengan penerimaan pendapatan yang disetor ke kas

umum daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan

sebesar Rp. 9.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 8.947.557.140,00 atau 93,20%. Bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 18.298.273.456,00 realisasi

tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 9.350.716.316,00

atau 51,10 % .

Adapun Daftar Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun

Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :
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4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk periode

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu

Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Anggaran dan

realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa,

dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagai

berikut :

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 27.202.626.037,00

dan terealisasi sebesar Rp. 23.961.359.585,00 atau 88,08%.

Mengalami kenaikan sebesar Rp 1.313.951.413,00 atau 5,80%

bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi Belanja

Operasi sebesar Rp. 22.647.408.172,00 Rincian Belanja operasi

adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1

Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang meliputi;

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan

Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan
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Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dan Belanja Gaji dan

Tunjangan KDH/WKDH

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 13.895.305.832,00

dan terealisasi sebesar Rp. 11.934.563.246,00 atau 85,89 %.

Mengalami penurunan sebesar Rp.667.583.397,00 atau 5,30 %

bila dibanding realisasi tahun 2022 dimana realisasi belanja

pegawai sebesar Rp. 12.602.146.643,00

Rincian Belanja Pegawai seperti dalam tabel berikut ini;

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan belanja barang dan jasa untuk

periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang

meliputi ; Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan,

Belana Perjalanan Dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2023

dianggarkan sebesar Rp. 13.307.320.205,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp. 12.026.796.339,00 atau 90,38%

Realisasi belanja barang / jasa apabila dibandingkan dengan
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tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar

Rp 1.981.534.810,00 atau sebesar 19,73 % bila dibandingkan

dengan realisasi belanja barang / jasa tahun 2022 yaitu

sebesar Rp. 10.045.261.529,00

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun

anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut ini ;

b. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin,

Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan,

Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dengan anggaran

dan realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Modal untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar

Rp. 329.383.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 313.475.000,00 atau

sebesar 95,17 %. Mengalami penurunan sebesar

Rp 369.959.800,00 atau 54,13 % bila dibanding realisasi tahun
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anggaran 2022 dimana realisasi Belanja Modal sebesar

Rp 683.434.800,00

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja modal tahun anggaran

2023 dan tahun anggaran 2022 tertera dalam tabel berikut ini :

Untuk pembelian/pengadaan belanja modal tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun

anggaran 2023 tidak mengadakan / menganggarkan pengadaan Tanah .

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode

1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah menganggarkan

pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 329.383.100,00 dan

terealisasi sebesar Rp 313.475.000,00 bila dibanding tahun anggaran

2022 mengalami Penurunan sebesar Rp. 156.622.500,00 atau 33,32%

dari Rp 470.097.500,00. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 313.475.000,00

dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Modal Alat Angkutan pada tahun anggaran 2023 Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dianggarkan

sebesar Rp. 222.740.000,00 dan terealisasi 100 % yaitu
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Rp. 222.740.000,00 digunakan untuk pengadaan Kendaraan

bermotor roda dua sesuai tabel berikut ;

2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan

sebesar Rp 16.423.100,00 dapat direalisasikan

Rp 15.905.000,00 digunakan untuk Belanja Modal Alat

Penyimpanan Perlengkapan Kantor dan mebel dengan rincian

sebagai berikut ;

3) Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 90.220.000,00

dapat direalisasikan sebesar Rp 74.830.000,00 digunakan untuk

pengadaan personal computer dan Komputer Unit Lainnya dengan

rincian pengadaan belanja sebagai berikut ;
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3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun

anggaran 2023 tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi

dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan

31 Desember 2023 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan,

Instalasi dan penerangan jalan. Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah tidak menganggarkan ada koreksi

pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang akan dijelaskan pada catan

Aset/Neraca .

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap

Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember

2023. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan,

barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman.

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah tidak menganggarkan anggaran tersebut.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset

Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember

2023. terdiri dari Belanja aset tak berwujud , namun pada tahun

anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah tidak menganggarkan pengadaan Aset Lainnya .

c. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah meliputi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, dan Belanja Bagi Hasil

Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dengan anggaran dan

realisasi tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Transfer untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar

Rp. 22.161.545.186,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.980.042.858,00

atau sebesar 99,18 %. sedangkan untuk tahun anggaran 2022

penganggarannya pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
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Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja transfer tahun anggaran

2023 adalah sebagai berikut ini :

Sedangkan rincian belanja transfer untuk belanja bagi hasil pajak dan

retribusi kepada Pemerintah Desa yang direkap per Kecamatan se

Kabupaten Demak dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar

Rp. 21.980.042.858,00 adalah sebagaimana tabel berikut :
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4.1.3 Pendapatan Laporan Operasional

Pendapatan Laporan operasional menyajikan berbagai unsur

pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari kegiatan operasional,

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum

pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ deficit - LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1

Januari sampai 31 Desember 2023.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

sebagai Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat

Daerah pada tahun anggaran 2023 mengelola Pendapatan Asli

Daerah - LO sebesar Rp. 219.585.985.147,51 yang terdiri dari :

1) Hasil Pajak Daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar

Rp. 170.683.000.000,00 dan terealisasi sesuai laporan realisasi

anggaran sebesar Rp. 194.225.836.352,00 atau 113,80%

sedangkan Pendapatan Pajak Laporan Operasional tahun 2023

adalah sebesar Rp. 200.422.552.886,98 terdiri dari atau

merupakan LRA Pajak tahun 2023 yaitu

Rp. 194.225.836.352,00 plus Piutang Pajak Tahun 2023

Rp. 41.446.749.542,00 minus Piutang Pajak tahun 2022

Rp. 40.057.188.808,00 plus Koreksi Piutang Pajak

Rp. 4.671.231.254 Plus Pendapatan Pajak diterima dimuka

tahun 2022 Rp 504.330.138,67. dan minus Pendapatan Pajak

diterima dimuka tahun 2023 Rp 368.405.591,697.

Adapun daftar rincian Pendapatan Pajak Daerah Laporan

Operasional ( LO ), Pendapatan LRA dan Piutang Pajak sebagai

berikut :
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2) Hasil Retribusi Daerah pada tahun 2023 dianggarkan pada

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar

Rp. 6.364.300.000,00 dan dapat dilaksanakan atau

terealisasi sebesar Rp. 7.616.908.000,00 jumlah ini

termasuk ;

 Untuk Tahun 2022 dan 2023 tidak ada Piutang Retribusi

 Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun 2022

Rp. 3.748.134.541,67

 Pendapatan Retribusi diterima dimuka tahun 2023

Rp 4.054.158.500,00 Sehingga Pendapatan Laporan

Operasional dari Pendapatan Retribusi ( LO ) tahun

anggaran 2023 sebesar Rp. 7.310.884.041,67

untuk perhitungan dan perinciannya adalah sebagaimana pada

lampiran daftar rincian Pendapatan Pajak/Retribusi ( LO ) dan

Piutang nya .

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO pada

tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 sebesar

dianggarkan sebesar Rp. 9.600.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 8.947.557.140,00. Pada Anggaran Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 terdapat Piutang

pada Pendapatan Kerugian Uang ( TGR ) dan Piutang

Pendapatan Denda Pajak, sehingga terdapat jumlah Laporan

Operasional Lain-lain PAD yang Sah ( LO ) sebesar

Rp. 11.852.548.218,86 dengan penjelasan sebagai berikut :
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b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Pada tahun anggaran 2023 tidak terdapat penganggaran lain-lain

pendapatan daerah yang sah-LO, sedangkan tahun anggaran 2022

terdapat pendapatan lain-lain pendapatan yang sah-LO sebesar Rp.

140.000.000,00 ini merupakan Penerimaan Hibah dari PT Berkat

Hati Bahagia berdasarkan Berita Acara Nomor 001/BHB/XII/2022

tanggal 20 Nopember 2022 senilai Rp.140.000.000,00 ( Aset

berupa bangunan Kios Depan Gedung Garuda /20 bangunan kios

ukuran 200 m2 ) yang merupakan hasil dari Lain-lain Pendapatan

sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

4.1.4 Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2023

yang meliputi beban belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan

penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya, dan bebang gaji dan tunjangan KDH dan WKDH

dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun

sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 13.895.305.832,00 dan terealisir

sebesar Rp. 11.934.563.246,00

Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga Beban Pegawai

sebesar Rp. 11.934.563.246,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Beban Gaji dan Tunjangan ASN tidak ada kapitalisasi sebesar

Rp. 3.078.029.694,00.

2) Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.913.354.324,00

3) Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya ASN Rp. 5.681.987.125,00

4) Beban Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH sebesar

Rp. 1.928.775.500,00

Apabila beban Pegawai - LO tahun anggaran 2023 dibandingkan

dengan tahun anggaran 2022 sebagai berikut :
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b. Beban Barang dan Jasa

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah

mencatat Belanja barang dan Jasa dalan Laporan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.026.796.339,00 sedangkan

Laporan Operasional Beban barang dan jasa tahun anggaran 2023

sebesar Rp 11.139.253.767,00. Terdapat selisih kurang antara Beban

Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa - LO sebesar

Rp. 887.542.572,00

Adapun untuk Laporan Operasional Beban Barang dan Jasa Tahun

2023 sebesar Rp 11.139.253.767,00 yaitu berasal dari:

1) Beban Barang sebesar Rp 2.910.371.364,00

- Beban barang pakai habis sebesar Rp. 2.910.371.364,00

2) Beban Jasa sebesar Rp. 7.035.550.286,00 terdiri dari :

- Beban Jasa Kantor Rp 3.403.202.627,00

- Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp 58.917.668,00

- Beban Sewa Peralatan dan Mesin Rp 14.510.000,00

- Beban Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 57.202.200,00

- Beban Jasa Konsultasi non konstruksi Rp. 190.231.800,00

- Beban Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

serta Pendidikan dan Pelatihan Rp 64.000.000,00

- Beban Insentif Rp. 745.670.991,00

- Beban uang/jasa untuk pihak ketiga/masyarakat

Rp. 2.501.815.000,00

3) Beban Pemeliharaan Rp 351.406.630,00 terdiri dari :

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 141.717.030,00

4) Beban Pemeliharaan Aset tidak berwujud Rp 209.689.600,00

5) Beban Perjalanan Dinas Rp 841.925.487,00 terdiri dari :

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 106.525.000,00

- Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Rp 735.400.487,00

6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ( Beban Penghargaan atas Suatu

Prestasi ) Rp 2.501.815.000,00

Berikut rincian dan perbandingan beban barang dan jasa - LO tahun

anggaran 2023 dan tahun 2022 ;
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Penjelasan terhadap Beban Barang dan Jasa yang mengalami

perubahan atau pengurangan Rp. 887.542.572,00 yaitu berasal

dari beban :

1. Beban barang pakai habis atau beban persediaan semula

adalah sebesar Rp. 3.358.742.327,00 menjadi

Rp. 2.910.371.364,00 berkurang Rp. 448.370.963,00

disebabkan ;

1) Adanya penambahan atas :

 Persediaan awal Rp. 663.485.142,50

 Koreksi Mutasi Persediaan Rp. 249.998.698,00

Jumlah Rp. 913.483.840,5

2) Pengurangan terhadap:

 Persediaan akhir sebesar Rp. 844.389.703,50

 Koreksi mutasi Beban Barang untuk diserahkan

Masyarakat ke Beban Hibah Rp. 517.465.100,00

Jumlah Pengurangan Rp. 1.361.854.803,50

Jumlah berkurang sebesar Rp. 448.370.963,00
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2. Beban Jasa semula sebesar Rp. 4.474.404.367,00,00 karena

adanya penambahan beban sehingga menjadi

Rp. 7.035.550.286,00 bertambah Rp. 2.561.145.919,00

terdiri dari :

a. Beban Jasa kantor semula sebesar Rp. 3.400.279.958,00

karena adanya utang beban sehingga menjadi

Rp. 3.403.202.627,00 bertambah Rp. 2.922.669,00

disebabkan ;

 Utang Beban Jasa Langganan Tahun Anggaran 2022

Rp. 21.270.507,00 (minus)

 Utang Beban Jasa Langganan Tahun Anggaran 2023

Rp. 24.193.176,00 (plus)

Rincian Penjelasan Utang Beban Langganan sebagai berikut :

b. Beban Jasa Iuran Jaminan / Asuransi semula

Rp. 59.711.618,00 karena adanya beban jasa dibayar dimuka

sehingga menjadi Rp. 58.917.668,00 berkurang sebesar

Rp. 793.950,00 disebabkan ;

 Adanya Beban Jasa Asuransi dibayar dimuka Tahun

anggaran 2022 sebesar Rp. 5.428.500,00 dan Tahun

anggaran 2023 sebesar Rp. 6.222.450,00.
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c. Beban Sewa Rumah/Gedung/Bangunan tahun 2023

semula tidak ada, karena adanya perjanjian (MoU)

dengan PT Kereta Api Indonesia No.

KL.701/X/26/DO.4-2020 tanggal 21 Oktober 2020

dengan masa perjanjian 01 Januari 2020 s/d 31

Desember 2024 ( 5 tahun ) sebesar Rp. 286.011.000,00

sehingga pembayaran sewa yang menjadi beban sewa

tempat tanah pada tahun anggaran 2023 bertambah

yang merupakan Beban Sewa Rumah/Gedung adalah

Rp. 57.202.200,00

d. Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/

Masyarakat bertambah sebesar Rp. 2.501.815.000 karena

dimutasi ke beban Hibah.

3. Beban Pemeliharaan bangunan gedung /kantor semula

Rp. 849.909.158,00 karena adanya kapitalisasi ke belanja

modal aset sebesar Rp. 498.502.528,00 maka beban

pemeliharaan berkurang sehingga menjadi

Rp. 351.406.630,00 dengan penjelasan beban pemeliharaan

yang kurang karena dimutasi ke aset tetap adalah sebagai

berikut :

a. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Rp. 199.298.528,00

b. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan

Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir

Rp. 199.677.000,00

c. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Rp. 99.527.000,00

4. Beban Subsidi Tahun anggaran 2023 adalah untuk keringanan

pembayaran denda piutang PBB kepada pihak ketiga lainnya

sebesar Rp. 930.990.787,44 sedangkan untuk tahun anggaran

2022 ada keringanan atau pembebasan denda piutang PBB

yang menjadi beban subsidi sebesar Rp 1.806.463.621,30

5. Beban Hibah

Beban uang/jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak

Ketiga pada tahun anggaran 2023 tidak ada Beban Barang

yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga atau

beban hibah, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar
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Rp 972.250.000, ditambah mutasi beban barang untuk

diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp. 277.486.420,00

sehinga Beban Hibah menjadi Rp. 1.249.736.420,00 .

6. Beban Penyisihan Piutang

Pada tahun 2023 terdapat beban penyisihan piutang sebesar

Rp. (1.122.666.720,59) dengan penjelasan/rincian sebagai

berikut:

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Rp. (1.566.824.026,31)

2) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD

Rp. 444.157.305,72

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi

akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi

pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Per 31

Desember 2023 beban penyusutan terhadap aset tetap sebesar

Rp 1.437.314.385,00 dan tidak terdapat beban amortisasi

terhadap aset tidak berwujud, dengan rincian sebagai

berikut :

1) Beban penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar

Rp. 1.323.857.477,00

2) Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar

Rp. 168.501.524,00 dan

3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp. 62.646.615

4.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

pada Tahun 2022 sebesar Rp. 48.754.827.304,87

b. Pada Tahun 2023 terdapat Pendapatan – LO sebesar

Rp. 219.585.985.147,51 dan Beban Belanja – LO yang terdiri dari

Beban Pegawai Rp. 11.934.563.246,00, Beban Barang dan Jasa

Rp 11.139.253.767,00, Beban Subsidi sebesar Rp. 930.990.787,44 ,

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. (1.122.666.720,59), Beban

Penyusutan Rp. 1.437.314.385,00 jadi jumlah surplus/defisit dari

operasi sebesar Rp. 219.274.814.947,67 dan defisit penjualan aset

non lancar serta kegiatan Non operasional lainnya – LO sebesar



37

Rp. 21.516.666,00 sehingga terdapat Surplus / deficit - LO sebesar

Rp. 42.066.916.824,66

c. Adanya Koreksi Ekuitas sebesar Rp. (6.640.617.741,61) yang

terdiri dari :

 Koreksi Nilai Persediaan/Mutasi karcis Rp. (193.745.402,00)

 Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp. (6.267.782.339,61)

 Koreksi ekuitas mutasi aset tetap antar OPD

Rp. (179.090.000,00)

d. Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. (33.315.853.706,00)

e. Per 31 Desember 2023 terdapat Ekuitas Akhir sebesar

Rp. 50.865.272.681,92

4.1.6 ASET / Neraca

Jumlah Aset pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 55.312.029.949,61

terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 30.754.328.126,71. Aset Tetap

sebesar Rp. 24.102.929.762,70 serta Aset lainnya sebesar

Rp. 454.772.060,20 sehingga jumlah Aset sebesar

Rp. 55.312.029.949,61 sedangkan tahun anggaran 2022 jumlah aset

sebesar Rp. 53.028.562.492,21 pada tahun 2023 ada peningkatan

jumlah aset sebesar Rp. 2.283.467.457,40 atau 4,31 % .

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2023 saldo kas di bendahara pengeluaran

adalah nihil dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas

daerah. Namun pada Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar

Rp 343,00, sedangkan saldo kas tahun anggaran 2022 juga nihil.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya

yang sah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

selama tahun 2023 mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan

penetapan Pajak/Retribusi Daerah maupun Tagihan lainnya pada

tahun 2023 yang merupakan Pendapatan – LO Pendapatan Asli

Daerah sebesar Rp. 219.585.985.147,51 dan Pendapatan LRA

2023 sebesar Rp 210.790.301.492,00 serta Pendapatan diterima
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di muka sebesar Rp 4.422.564.091,69 dan adanya koreksi

piutang dan penambahan piutang denda pajak sehingga

jumlah Piutang Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran

2023 sebesar Rp. 53.481.419.893,00 dengan rincian sebagai

berikut :

a) Jumlah Piutang Pajak Daerah tahun anggaran 2023 sebesar

Rp. 41.446.749.542,00

terdiri dari :

 Piutang Pajak Restoran Rp. 7.274.600,00

 Piutang pajak Reklame Rp. 154.755.238,00

 Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp. 5.849.203.287,00

 Pajak Parkir Rp. 4.005.750,00

 Pajak Air Tanah Rp. 79.023.200,00 dan

 Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB-P2 ) adalah

Rp. 35.352.487.467,00

Secara keseluruhan piutang pajak daerah sampai dengan

tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel

berikut ini :
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b) Piutang Retribusi dari Sewa Tanah dan Bangunan pada tahun

2023 Nihil.

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 sebesar

Rp. 12.033.109.924,86 terdiri dari Penerimaan Piutang

Kerugian Uang ( TPTGR) Rp. 457.702.000,00 dan

Penerimaan Denda Pajak tahun 2023 sebesar

Rp. 11.576.968.351,00 dengan rincian keterangan berikut

ini :
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3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar

Rp. 23.633.346.036,65

yang terdiri dari :

a) Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dapat dijelaskan per jenis pajak

yaitu antara lain sebagai berikut :

 Piutang Pajak Air Tanah dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2023 sebesar Rp. 79.023.200,00 dengan jumlah

penyisihan sebesar Rp. 16.591.136,50

 Piutang Reklame tahun 2016 sampai dengan tahun 2023

sebesar Rp. 154.755.238,00 dengan penyisihan piutang

sebesar Rp. 81.848.045,32
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 Piutang Restoran tahun 2017 sebesar Rp. 7.274.600,00

dengan penyisihan sebesar Rp. 7.274.600,00

 Piutang Penerangan Jalan Umum tahun 2023 sebesar

Rp. 5.849.203.287,00, dan terdapat penyisihannya

sebesar Rp. 29.246.016,44

 Piutang Parkir tahun 2017 sebesar Rp. 4.005.750,00

dengan penyisihan sebesar Rp. 4.005.750,00

 Piutang PBB P-2 dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2023 sebesar Rp. 35.352.487.467,00 dengan jumlah

penyisihan sebesar Rp. 12.154.254.903,02.

Jumlah Penyisihan Pajak tahun anggaran 2023 sebesar

Rp. 12.293.220.451,27. Untuk lebih jelasnya penyisihan

pajak dapat dilihat pada daftar berikut ini :
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b) Penyisihan Piutang Retribusi

Piutang retribusi dari pendapatan sewa tanah/bangunan pada

tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 dan penyisihan piutang tahun

2023 sebesar Rp. 0,00 atau nihil .



43

c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD

Piutang Lain-lain PAD tahun anggaran 2023 sebesar

Rp. 12.033.109.924,86 dengan penyisihan piutang sebesar

Rp. 11.340.125.585,37 terdiri dari :

 Penerimaan Kerugian Daerah ( TPTGR) Piutang tahun

2023 sebesar Rp. 457.702.000,00 dengan Penyisihan

piutang sebesar Rp. 305.127.000,00

 Penerimaan denda pajak pada tahun 2023 sebesar

Rp. 11.576.968.351,00 dan Piutang Pendapatan denda

atas pelanggaran peraturan Rp. (1.560.426,14) dengan

penyisihan piutang denda pajak sebesar

Rp. 11.340.125.585,37 dengan rincian sebagai mana daftar

berikut ini :
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4) Beban dibayar dimuka

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk

membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga

menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember

2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah terdapat Beban dibayar dimuka sebesar Rp. 63.424.650,00

yang terdiri dari :

 Beban Jasa Asuransi dibayar dimuka Tahun anggaran 2023

sebesar Rp. 6.222.450,00 dan Tahun anggaran 2022 sebesar

Rp. 5.428.500,00

 Beban Sewa Rumah/Gedung/Tanah dibayar dimuka pada tahun

anggaran 2023 masih ada sebesar Rp. 57.202.200,00 karena

adanya perjanjian dengan PT Kereta Api Indonesia

No.KL.701/X/26/DO.4-2020 tanggal 21 Oktober 2020 dengan

masa perjanjian 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2024

( 5 tahun ) sebesar Rp. 286.011.000,00 dan beban sewa

tempat tanah setiap tahunnya adalah sebesar

Rp. 57.202.200,00
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dengan penjelasan perhitungan beban dibayar dimuka sebagai

berikut ;

1) Persediaan

Persediaan Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar

Rp. 844.389.703,50 jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31

Desember 2022 sebesar Rp. 663.485.142,50 ada kenaikan sebesar

Rp 180.904.561,00 atau 27,26 % .

Persediaan Per. 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2023

dapat dijelaskan pada rekap persediaan berikut ini :
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Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah telah melakukan opname fisik atas

persediaan barang / bahan tahun 2023 dengan rincian sebagai

mana terlampir.

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp. 24.102.929.762,70 dan Rp. 24.763.853.979,70.

Adapun aset tetap terdiri dari aset-aset sebagaimana pada tabel dan
dengan penjelasan berikut:

NO URAIAN Per
31/12/20223 Per 31/12/2022

1 Tanah 9.637.546.000,00 9.637.546.000,00

2 Peralatan dan Mesin 12.408.321.763,31 12.517.426.751,62

3 Gedung dan Bangunan 10.340.166.328,00 9.867.469.800,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.206.258.555,70 3.106.731.555,70

5 Aset Tetap Lainnya 19.106.100,00 19.106.100,00

6
Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap (11.508.468.984,31)) (10.384.426.227,62)

JUMLAH : . ……………… 24.102.929.762,70 24.763.853.979,70



47

1) Tanah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Per

31 Desember 2023 mencatat aset tanah sama dengan tahun 2022

sebesar Rp. 9.637.546.000,00 tidak ada penambahan maupun

pengurangan , sesuai Buku Inventaris pada tabel berikut.

Tabel Daftar Aset Tanah

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar

Rp. 12.408.321.763,31 meningkat / bertambah sebesar

Rp. 109.104.988,31 atau 1,35 % jika dibandingkan dengan tahun

2022 sebesar Rp 12.517.426.751,62 , dengan keterangan sbb. :

Penjelasan : adanya penambahan/pengurangan aset peralatan dan

mesin sebesar Rp. 109.104.988,31 karena adanya

Penambahan/Belanja Pengadaan aset dan Pengurangan/Mutasi

Keluar sebagai berikut :

a) Pengadaan belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023

sebesar Rp. 313.760.000,00 dengan keterangan sebagaimana

daftar belanja modal berikut :

 Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp. 222.740.000,00

untuk pengadaan kendaaraan bermotor beroda dua dengan

rincian sebagai berikut :
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 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar

Rp 15.905.000,00 untuk Pengadaan Alat Penyimpanan

Rak Besa, dan Kursi kerja pejabat dan meubel dengan

rincian barang sebagai berikut ;

 Belanja Modal Komputer sebesar Rp 74.830.000,00
untuk pengadaan Personal computer dan Komputer Unit
Lainnya dengan rincian pengadaan belanja sebagai berikut ;

 Adanya ekstra komptambel ( Alat Rumah Tangga Lainnya
di jual) Rp. 285.000,00
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b) Pengurangan aset Mutasi Keluar sebesar Rp. 422.864.988,31

terdiri dari :

 Mutasi keluar atas barang milik daerah ke OPD 6 Kecamatan

dan Kelurahan Singorejo sebagai hadiah percepatan pelunasan

pajak (PBB) sebesar Rp. 179.090.000,00 dengan perincian

sebagai berikut :

 Mutasi Pengurangan/ keluar atas barang milik daerah karena

penghapusan barang sebesar Rp. 243.774.988,31,- untuk ;

1) Penghapusan barang dari daftar inventaris barang milik

daerah berupa alat angkutan 1 unit sepeda motor

Rp. 14.400.000,- berdasarkan Keputusan Bupati Demak

Nomor 030/330 Tahun 2023 tanggal20 Oktober 2023.

2) Penghapusan barang alat kantor dan rumah tangga dan alat

studio, komunikasi dan pemancar sejumlah

Rp. 229.374.988,31 berdasarkan Keputusan Bupati

Demak Nomor 030/456 Tahun 2023 tanggal 18 Desember

2023.

Nilai aset peralatan dan mesin pada KIB per 31 Desember

2023 antara Neraca dan KIB terdapat selisih sebesar

Rp. 3.109.000,00 karena terdapat Aset dalam KIB yang

termasuk dalam aset ekstra komptabel sebesar

Rp. 3.109.000,00
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3) Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah membukukan Aset gedung dan bangunan ada

penambahan dari Belanja Pemeliharaan yang membentuk Aset

/mutasi tambah karena kapitalisasi sebesar Rp. 472.696.528,00

sehingga Aset Gedung dan Bangunan tahun 2023 yaitu sebesar

Rp.10.340.166.328,00 bila dibandingkan dengan tahun 2022

mengalami penambahan. Sedangkan Aset gedung dan bangunan

tahun 2022 sebesar Rp. 9.867.469.800,00 dengan keterangan

sebagai berikut :

Saldo per 31/12/2022 9.867.469.800,00

Penambahan tahun 2023 472.696.528,00

Pengurangan tahun 2023 0,00

Saldo per 31/12/2023 10.340.166.328 ,00

Penjelasan :

Adanya penambahan aset Rp. 472.696.528,00 adalah sebagai

berikut :

a) Mutasi tambah Bangunan gedung tempat parkir senilai

Rp. 199.677.000,00

b) Mutasi tambah Rehab gedung kantor Rp. 199.298.528,00 d

c) Mutasi tambah berupa bangunan Kanopi samping kantor

Rp. 73.721.000,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah telah mencatat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

sebesar Rp. 3.206.258.555,70 mengalami penambahan sebesar

Rp. 99.527.000,00 bila dibanding dengan tahun 2021 yaitu

sebesar Rp 3.106.731.555,70 dengan keterangan sebagai berikut:

Penjelasan : adanya Penambahan sebesar Rp. 99.527.000,00

karena adanya koreksi ekuitas aset tetap sebagai berikut :
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 Penambahan Aset tetap berupa Pemeliharaan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp. 99.527.000,00

5) Aset Tetap Lainnya

Per. 31 Desember 2023, Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah membukukan Aset Tetap Lainnya

sebesar Rp. 19.106.100.00 masih sama dengan tahun 2022 yaitu

sebesar Rp. 19.106.100.00 .

6) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan terhadap Aset Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Per. 31 Desember 2023

sebesar Rp. 11.508.468.984,31 sedangkan pada tahun 2022 sebesar

Rp. 10.384.426.227,62 dengan uraian rincian penjelasan sebagai

berikut :
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Jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 24.102.929.762,70

c. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi

bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak

Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2023 Jumlah Aset

lainnya sebesaar Rp. 454.772.060,20 sedangkan tahun 2022 sebesar

Rp. 524.553.700,20 yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam

kelompok aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah telah dihapuskan

Penjelasan :

Aset lainnya sebesar Rp. 454.772.060,20 adalah merupakan ;

1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp. 245.442.505,20

2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 482.207.900,00 terdiri dari;

 Aset Tidak Berwujud lainnya Rp. 74.136.900,00

 Adanya koreksi ekuitas (sofware) Rp. 408.071.000,00

3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp.( 272.878.345,00)

terdiri dari ;

 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software

Rp. (122.031.512,00)

 Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya

Rp. (150.846.833,00)

Jumlah Aset tahun 2023 sebesar Rp. 55.312.029.949,61

4.1.7 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Per. 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan

jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per 31 Desember

2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

membukukan kewajiban jangka pendek sebesar

Rp. 4.446.575.267,69 sedangkan tahun 2022 sebesar

Rp. 4.273.735.184,34 dengan keterangan sebagai berikut:
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Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Utang PFK, Utang Perhitungan Fihak Ketiga nihil

2. Utang bunga,Utang bunga pada Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah nihil.

3. Pendapatan diterima dimuka

Per. 31 Desember 2023 Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah mencatat Pendapatan diterima

dimuka sebesar Rp. 4.422.564.091,69 yaitu terdiri dari :

- Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp. 368.405.591,69

terdiri dari Pajak :

 Reklame Papan Rp. 363.325.888,82

 Reklame Kain Rp. 1.164.454,24

 Reklame Berjalanan Rp. 3.915.248,63

- Pendapatan Retribusi sebesar Rp. 4.054.158.500,00 terdiri

dari ;

 Sewa Tanah/Bangunan Perorangan/Pihak ketiga

Rp. 314.315.000,00 dan

 Sewa Tanah Bengkok Kelurahan Rp, 3.739.843.500,00

Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 apabila dibandingkan

dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut dibawah ini :



54

4. Utang beban/Belanja.

Utang beban pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 24.193.176,00

terdiri dari :

- Utang beban Air PDAM sebesar Rp. 3.457.000,00

- Utang beban Telpon Rp. 116.164,00

- Utang beban Internet Rp. 1.847.600,00

- Utang beban Listrik Rp. 18.772.412,00

5. Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak

dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek

sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh

tempo lebih dari satu tahun anggaran.Per 31 Desember 2023 Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.
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4.1.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

Per 31 Desember 2023.

Jumlah kewajiban sebesar Rp. 4.446.757.267,69

Jumlah ekuitas sebesar Rp. 50.865.272.681,92

Jumlah Kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 55.312.029.949,61

BAB V

PENUTUP

Demikian ada beberapa catatan penting yang dituangkan dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan keuangan

dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Equitas, dan Neraca. Dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan ini

diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan

dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak untuk Tahun Anggaran

2023 dan 2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak disusun untuk

menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan

Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan

Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan

dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi

bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan

pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan

guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ini masih perlu untuk

disempurnakan, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil

bekerja (learning by doing) dalam upaya mendukung akuntabilitas dan

transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan

kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan

Keuangan ini.
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